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ABSTRAK 

Perkawinan dalam masyarakat banyak terjadi tanpa adanya pencatatan 

oleh negara, atau yang dikenal perkawinan belum tercatat. Kawin belum tercatat 

ialah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang 

ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dirjen 

Dukcapil Kemendagri sedang gencar dalam menerbitkan kartu keluarga bagi 

pasangan kawin belum tercatat dengan memberlakukan Permendagri Nomor 108 

Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil pasal 10 ayat (2) bahwa pasangan suami istri yang nikahnya tidak 

tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya 

di dukcapil dengan menandatangani SPTJM Perkawinan / Perceraian Belum 

Tercatat dan dapat diterbitkan kartu keluarganya dengan kalimat tambahan 

yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang bunyinya 

“Kawin belum tercatat”. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana mekanisme 

penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan 

SPTJM berdasarkan  Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan 

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Kedua, Bagaimana 

akibat hukum kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan 

SPTJM berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan 

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Metode Pendekatan 

yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Teknik Pengumpulan data 

dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data dalam 

penelitian ini secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penelitian diketahui 

bahwa Pertama, Cara membuat Kartu Keluarga baru bagi pasangan kawin belum 

tercatat harus melengkapi persyaratan mengisi Formulir F1.05 atau SPTJM 

Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat dan diketahui oleh dua saksi dan 

melampirkan surat keterangan kawin belum tercatat. Kedua, Akibat hukum dari 

penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan 

SPTJM berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 secara umum yaitu 

meningkatnya praktik kawin belum tercatat, meningkatnya permohonan buku 

nikah melalui jalur itsbat, meningkatnya permohonan itsbat nikah, sedangkan 

secara khusus juga berakibat terhadap istri dan anak. 
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